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BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun
2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/Prt/M /2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1541);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN
2022-2027.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Lebak.



Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lebak.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan
Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Daerah
Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai
pedoman dan langkah-langkah operasional dalam
pencapaian target pemenuhan SPM.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya
disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap
Warga Negara secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai
dari tahapan pengumpulan data, penghitungan
kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan
rencana pemenuhan  Pelayanan Dasar dan
pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara

secara minimal.



BAB II
RENCANA AKSI PENERAPAN SPM
Pasal 2

Renaksi Daerah Penerapan SPM menjadi pedoman dan

arahan dalam:

a.

(1)

(2)

(1)

upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran
pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan
dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal; dan

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya

pencapaian SPM di Daerah.

Pasal 3
Dokumen  Renaksi Daerah  Penerapan  SPM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. BABI : Pendahuluan
b. BABII : Kondisi dan Permasalahan
Pemenuhan Penerapan SPM
c. BABIII : Strategi dan Pemenuhan
Penerapan SPM
d. BABIV : Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan SPM
e. BABV : Kesimpulan dan Saran
Rincian Dokumen Renaksi Daerah Penerapan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 4
Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang
membidangi urusan SPM untuk mengoordinasikan

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Renaksi



(2)

(3)

(1)

Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah terkait.
Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala setiap triwulan.

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai
bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun

berikutnya.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 5
Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM
melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat
bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan
SPM berbasis aplikasi
https://spm.bangda.kemendagri.go.id.
Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB YV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM

Daerah bersumber dari:

a.
b.

C.

anggaran pendapatan dan belanja negara;
anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak

mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.


https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI LEBAK,
Cap/Ttd.
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
Cap/Ttd.
BUDI SANTOSO
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009



